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PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM
WILAYAH KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a.

bahwa untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan kemandirian
daerah dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan Pemerintah,
pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan secara berdaya guna
dan berhasil guna perlu adanya
partisipasi masyarakat;

bahwa dalam rangka menindak lanjuti
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor
13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, khususnya Bagian Kedua belas



Mengingat

Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, memerlukan pengaturan
lebih lanjut;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Samarinda tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi Dalam Wilayah Kota
Samarinda;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-undang Nomor



12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);



8.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2000 tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian  Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Komunikasi dan Informatika dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 18 Tahun 20009, Nomor

07/PRT/M/20009,
19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor
3/P/2009 tentang Pedoman

Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor
13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum  (Lembaran Daerah Kota
Samarinda Nomor 13).



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH
KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Samarinda.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda
dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan
Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Samarinda .

Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi
dan Informasi Daerah Kota Samarinda.



10.

11.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Daerah Kota
Samarinda.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai
peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan,
dan kepentingan umum.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan
bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem
elektromagnetik lainnya.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan
umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan
gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang
struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat
oleh berbagai simpul, dimana fungsi desain dan
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang
menempatkan perangkat telekomunikasi.



12.

13.

14.

15.

16.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
yang dibentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk sauaha tetap.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan
makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan
NJOP, adalah nilai jual objek pajak yang digunakan
sebagai dasar perhitungan PBB Menara Telekomunikasi.

Bangunan gedung yang selanjutnya disebut bangunan
adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan
atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
social budaya, maupun kegiatan khusus.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan
kepentingan umum.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata
ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara
telekomunikasi.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang  menentukan = jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredir retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Samarinda.



BAB II

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
didasarkan pada :

a.

(1)

Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan
pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap
perizinan, keadaan fisik dan potensi kemungkinan

timbulnya gangguan atas berdirinya menara
telekomunikasi.
Pembiayaan penanggulangan keamanan dan

kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta penataan ruang dan
pemulihan keadaan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara
telekomunikasi adalah sebagai berikut :
a. Dinas menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi;

b. Setiap SKRD yang diterbitkan oleh Dinas, lembaran
kedua disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah
Kota Samarinda guna dilakukan proses input data.

c. Wajib Retribusi setelah menerima SKRD sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan melakukan
pembayaran pada loket Bankaltim yang ada di Dinas
Pendapatan Daerah Kota Samarinda.



(2)

(1)

(2)

(3)

10

d. Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud huruf c
diberikan bukti pembayaran berupa SSRD.

e. Wajib Retribusi berkewajiban menyampaikan bukti
pembayaran SSRD kepada Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.

f. Bentuk SKRD, SKRDT, SSRD, STRD, dan SKPD
TEKNIS sebagaimana dimaksud pada huruf a
tercantum dalam Lampiran I, II, ILIV dan V
Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan.

g. Bagan Alir pembayaran retribusi merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan salam Peraturan
Walikota ini.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN

Pasal 4

Setiap Pemilik Menara Telekomunikasi wajib
mendaftarkan bumi dan bangunannya untuk dikenakan
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
SPPDT PBB Menara Telekomunikasi sebagai dasar
perhitungan untuk memungut tarif retribusi.
Penghitungan besaran tarif retribusi ditetapkan 2 % x
NJOP PBB Menara Telekomunikasi per tahun.
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BAB V

PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2012
A.n.WALIKOTA SAMARINDA

WAKIL WALIKOTA,
ttd

H. NUSYIRWAN ISMAIL

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ted

H. ABDULLAH, SH, M.Si.
Nip. 196306021985031010




